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BAB 5  

Kesimpulan  

 

1.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintahan Kecamatan Cibitung sudah melakukan pemberdayaan namun belum 

maksimal. Pemerintah harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL Kecamatan 

Cibitung. Pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Lingkungan Kantor Camat Cibitung, 

antara lain:  

Pemerintah secara perlakan sudah bekerjasama dengan koprerasi untuk 

meningkatkan lapangan Pedagang kaki Lima untuk membantu peningkatan akses 

permodalan, setiap event Pemerintah sudah bekerjasama kepada PKL untuk 

memasarkan Jajanan khususnya bidang kuliner, setiap bulan ramadhan PKL 

diperbolehkan berjualan di sekitaran Kantor Camat Cibitung. Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima di Lingkungan Kantor Camat Cibitung , Pemerintahan telah melakukan 

pembinaan dan pemberdayaan PKL sesuai tuntutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2012 Tentang Ketertiban Umum Kepada Aturan Pedagang Kaki Lima, antara lain:  

1. Pembimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

oleh Pemerintahan Kecamatan Cibitung sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal, 

belum terprogram secara baik dan kurang konsisten, sehingga tidak dapat dirasakan 

kemanfaatannya oleh para PKL.  

2. Belum sepenuhnya dapat membantu kemudahan para PKL untuk memperoleh akses 

berdagang. 

3. Bantuan fasilitas usaha berupa Tenda diberikan secara gratis di beberapa lokasi.  

4. Akan segera menerbitkan aturan baru yang sampai saat ini masih dalam proses.  
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5. Menyelenggarakan beberapa event yang melibatkan PKL, antara lain; mendirikan 

pusat jajan malam. 

5.2 Rekomendasi 

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan atau disampaikan kepada pihak-

pihak yag dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Adapun rekomendasi 

yang penulis sajikan terbagi menjadi dua bagian, yaiitu pertama rekomendasi yang bersifat 

akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis sebagai berikut: 

5.2.1 Rekomendasi Akademik 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian lain bisa menggunakan metodologi dan, teori-teori yang berbeda, dan 

mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait topik  Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Kepada Aturan 

Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. sebagai upaya 

meningkatkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi Pedagang Kaki Lima, dan 

diharapkan peneliti dapat meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Kepada Aturan Pedagang 

Kaki Lima Di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan skripsi ini diharapkan 

dapat menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi untuk 

melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

2. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi semoga dengan hasil penelitian, memperkaya  

khazanah Ilmu Administrasi Negara yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, 

terutama untuk Mahasiswa dan para Dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang 

lebih baik. 
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5.2.2 Rekomendasi Praktis 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti bermaksud untuk 

memberikan saran atau rekomendasi bagi Pedagang Kaki Lima , Dosen dan Aparat pemerintah 

Kecamatan cibitung . Dengan harapan bisa bermanfaat dan dapat dipahami bagi Pedagang Kaki 

Lima , Dosen dan Aparat pemerintah Kecamatan Cibitung tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Aparat pemerintah Kecamatan Cibitung,Kabupaten Bekasi di harapkan dapat 

terus meningkatkan pengawasan dan tindak tegasan dalam menjalani tugas, agar para 

pedagang kaki lima bisa sama-sama menerima baik dalam hal ketertiban umum maupun 

demi menjaga rasa ke tidak nyamanan kepada rakyat setempat agar tidak merasakan 

kemacetan dan kerusakan lingkungan yang ada di Kantor Camat Cibitung ini.  

2. Bagi Dosen di harapkan bisa memberikan arahan mengenai kebijakan Pemerintah 

dalam masalah pedagang Kaki lima dan memberikan jalan keluar atau membantu 

kebijakan yang sudah berjalan oleh pemerintah agar pedagang kaki lima tidak berada 

dalam kesulitan dalam berdagang. 

3.  Bagi Pedagang Kaki Lima , di harapkan dapat memanfaatkan dan tertib dalam 

berdagang  agar tidak selalu bersebrangan dengan para aparat setempat. 
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